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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

  Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta penelitian 

yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 merupakan regulasi di dalam 

melakukan pelestarian lingkungan dan penanggulangan resiko bencana 

khususnya yang ada di Kecamatan Pundong. Hal tersebut dapat dilihat dari 

peraturan mengenai zonasi yang diatur dalam pasal 73 ayat (12) Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Menetapkan fungsi lindung dan upaya 

penyelamatan manusia pada kawasan rawan bencana belum sepenuhnya 

menggunakan strategi pengendalian pemanfaatan ruang dengan 

mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana.  

2. Hambatan dalam melakukan pelestarian lingkungan dan penanggulangan 

resiko bencana di Kecamatan Pundong terdapat beberapa aspek yaitu: 

a. Aspek geografis yaitu luasnya wilayah Kabupaten Bantul dengan 

didukung berbagai ancaman dan karakteristik dari masing-masing 

kecamatan. 
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b. Aspek kemampuan daerah untuk membangun sarana prasarana yang 

sangat terbatas dan harus dilakukan pembangunan secara bertahap 

serta adanya sinergitas seluruh pemangku kebijakan.  

c. Aspek kesadaran masyarakat dalam melakukan pelestarian 

lingkungan serta kesadaran masyarakat dalam penanggulangan 

bencana masih berfokus pada penanganan bencana saja tetapi untuk 

kesadaran mitigasi kurang.  

B. Saran 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul disarankan untuk lebih 

memberikan tindakan nyata dalam melakukan pelestarian dan 

penanggulangan resiko bencana yang berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Bantul Tahun 2010-2030. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi 

berkelanjutan terhadap warga Kecamatan Pundong agar dapat turut serta 

dalam melakukan pelestarian lingkungan serta melakukan pembangunan 

sarana prasarana untuk meningkatkan upaya pelestarian lingkungan.  

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul disarankan untuk membuat 

program tentang penanggulangan resiko bencana di Kecamatan Pundong 

serta melakukan tindakan nyata bukan hanya sekedar rencana untuk 

merelokasi penduduk yang berada di daerah rawan longsor yaitu di Desa 

Seloharjo untuk dipindahkan ke tempat lain yang lebih aman. Serta 

mengubah pola pikir masyarakat dengan cara memberikan sosialisasi 

secara rutin untuk lebih memperhatikan pelestarian lingkungan serta 
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penanggulangan resiko bencana secara dini guna untuk mencegah 

kerusakan lingkungan yang lebih besar.  
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